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PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil
penelitian dengan mendasarkan pada teori, aturan hukum positif maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa hukum positif yang ada di Indonesia terlalu dipaksakan
dalam menanggulangi kejahatan cyber crime pada umumnya dan carding pada
khususnya, karena belum adanya pengaturan hukum yang pasti mengenai
teknologi nformas ataupun transaksi elektronik, sehingga kasus carding tidak
mempunyai landasan hukum yang kuat dan memiliki banyak celah hukum.
Selama ini dalam penanganan kasus carding penegak hukum masih menggunakan
KUHP, Langkahini tentunya kurang tepat, karena kejahatan Internet merupakan
kgjahatan jenis baru yang tidak diatur secara jelas di dalam KUHP sehingga
menimbulkan kesan bahwa KUHP terlalu dipaksakan untuk menanggulangi
kejahatan cyber crime pada umumnya dan carding pada khususnya, untuk itu

dibutuhkan undang-undang khusus yang mengatur tentang cyber crime.

B. Saran
1. Sebaiknya Pemerintah segera membuat Undang-undang khusus yang
mengatur mengenai kejahatan Cyber Crime terutama kejahatan Carding

sehingga masal ah dalam kejahatan jenisini dapat ditanggulangi dengan baik.
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. Sebaiknya aparat penegak hukum dibekali pengetahuan dibidang teknologi

informasi agar dapat secara cepat dan tepat dalam menangani kasus carding.

. Sebaiknya masyarakat lebih proaktif dalam menjaga segaa hak miliknya

supaya tidak terjebak tipu muslihat dalam kejahatan carding.
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